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Wali Kota  Bogor 
Provinsi Jawa Barat 

 

PERATURAN WALI KOTA BOGOR 
NOMOR  27  TAHUN  2019 

 
TENTANG 

 
PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN 

(WHISTLE BLOWING SYSTEM) 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALI KOTA BOGOR, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata 
kelola pemerintahan yang baik diperlukan 
penanganan dan tindakan yang tepat, 

cepat, dan bertanggung jawab atas 
pengaduan masyarakat dan Aparatur Sipil 
Negara (ASN) terhadap dugaan adanya 
penyimpangan dalam penyelengaraan 
pemerintahan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan 
sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu 
menetapkan Peraturan Wali Kota                  
tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem 
Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing 
System); 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 
tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih 
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi,                         
dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,            
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia          Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana  
Korupsi   (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia         Nomor 3874) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang                        
Nomor   20   Tahun   2001                          
tentang   Perubahan    atas Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 1999                                      
tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 134,        
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia          Nomor 4150); 

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 
tentang Keterbukaan Informasi Publik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 61,                             
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4846); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 
tentang   Pelayanan Publik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5038); 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 
tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia     Tahun 2014 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 
Negara Republik Indonesia                                          
Nomor 5494); 
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6. Undang-Undang   Nomor   23   Tahun   2014   
tentang Pemerintahan Daerah   (Lembaran   
Negara   Republik  Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 
tentang Administrasi  Pemerintahan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia                   
Nomor 5601); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 68                      
Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan 
Peran Serta Masyarakat dalam 
Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71                        
Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan 

Peran Serta Masyarakat dan Pemberian 
Penghargaan dalam Pencegahan                        
dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 144, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia          
Nomor 3995); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60                   
Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian 
Interen Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127); 
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 53                       
Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri 
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 74); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 96                      
Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2009                      
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5357); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12                      
Tahun 2017 tentang Pembinaan                        
dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia          Nomor 6041); 

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 
Tahun 2014 tentang Pedoman 
Pembangunan Zona Integritas Menuju 
Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah 
Birokrasi Bersih dan Melayani                                
di Lingkungan Instansi Pemerintah; 

15. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 
Tahun 2016 tentang Pembentukan                      
dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor  
(Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 
Nomor 7 Seri D); 

16. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 
Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan 
Urusan Pemerintahan Daerah  (Lembaran 
Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 5        
Seri E); 

 


